
BERITADAERAH 

PROVINSIJAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 62 

PERATURAN GUBERNURJAWATENGAH 

NOMOR 62 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJADINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, 
Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah dengan Peraturan Gubemur, 
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Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
PemerintahanDaerahKabupaten/Kota(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahtm 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
ProvinsiJawaTengahNomor 12); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PENDIDIKANPROVINSIJAWA TENGAH. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPID 
adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah 
kabupaten/ kota. 

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaantugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

BAB II 
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Din as 

Pasal2 
Dinas Pendidikanrnempunyai tugas pokok membantu Gubemurdalam 
menyelenggarakan urusan di biclang pendidikan berdasarkan asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Pasal3 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan; 
b. perencanaan program kerja bidang pendidikan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan clan pelayanan umum 

bidang pendidikan; 
d. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup provinsi dan 

kabupaten/kota; 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
4. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
6.. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi J awa 

Tengah. 
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dankewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, 

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/k.ota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ 
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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e. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi, serta 
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; 

f pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 

g. pelaksanaan kesekretariatan dinas; 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasa14 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasa15 

(1) KepalaDinas, membawahkan: 
a Sekretariat; 

b. BidangPendidikanDasar; 
c. Bidang PendidikanMenengah; 
d. Bidang Pendidikan NonFonnal Dan Perguruan Tinggi; 

e. Bidang PengembanganPendidikDan TenagaKependidikan; 
t: UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah clan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 
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(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

( 4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD·yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(5) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat 
( 1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
KetuaKelompok dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, dan umum dan kepegawaian. 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariatmempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang um um dan 
kepegawaian; 
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d. · pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal8 
(1) Sekretariat, membawahkan: 

a. Subbagian Program; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, clan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauaa, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi 
di lingkunganDinas. 

PasallO 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, clan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. 

Pasal 11 
Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
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organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, dan rumah tangga dan 
perlengkapandi lingkunganDinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pendidikan Dasar 

Pasal 12 
Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum 
pendidikan dasar, pengendalian mutu pendidikan dasar, dan saraaa dan 
prasarana pendidikan dasar. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: 
a: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar; 
b. penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 

pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar; 
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 14 
(1) Bidang PendidikanDasar, membawahkan: 

a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 

b. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar; 
c. Seksi Sarana Dan Prasana Pendidikan Dasar. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing-masing 
dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Seksi, yang berada 
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pendidikan Dasar. 

Pasal 15 

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar, meliputi : perumusan 
kebijakan operasional pendidikan dasar di provinsi sesuai kebijakan 
nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program 
pendidikan dasar antar kabupaten/kota, perencanaan strategis 
pendidikan dasarsesuai rencana strategis pendidikannasional, sosialisasi 
kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar, dan koordinasi 
atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar, pengelolaan 
pendidikan bertaraf intemasional tingkat pendidikan dasar. 

Pasal 16 

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidangpengendalianmutu pendidikan dasar, meliputi 
: pembiayaan penjaminan mutu pendidikan pada pendidikan dasar 
bertaraf internasional milik provinsi, membantu pelaksanaan ujian 
nasional pendidikan dasar, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi, penyediaan biaya 
penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi, pelaksanaan evaluasi 
pengelola, satuan, jalur, jenjang clan jenis pada pendidikan dasar, 
pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada 
pendidikan dasar, membantu pemerintah dalam pelaksanaan akred.itasi 
pendidikan dasar, supervisi clan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf 
internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar 
internasional, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminanmutu satuan 
pendidikan dasar. 

Pasal 17 

Seksi Sarana Dan Prasana Pendidikan Dasar mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
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dan pelaksanaan di biclang sarana clan prasarana pendidikan dasar, 
meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bertaraf 
intemasional sesuai kewenangan provinsi, pengawasan pendayagunaan 
bantuan sarana clan prasarana pendidikan dasar, pembinaan dan fasilitasi 
lingkup provinsi clan kabupaten/kota bidang sarana dan prasarana 
pendidikan dasar. 

Bagian Kellina 
Bidang Pendidikan Menengah 

Pasal 18 

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang kurikulum pendidikanmenengah, pengendalianmutu pendidikan 
menengah, sarana dan prasarana pendidikan menengah. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 

pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan menengah; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan 
menengah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal20 

( 1) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan: 
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a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; 
b. Seksi Pengendalian MutuPendidikan Menengah; 
c. Seksi Sara.na clan Prasana Pendidikan Menengah. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-) 

masing dipimpinmasing-masing olehseorang Kepala Seksi, � 
berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Biclang 
PendidikanMenengah. 

Pasal 21 

Seksi Kurikulum PendidikanMenengah mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan biclang kurikulum pendidikan menengah, meliputi : 
perumusan kebijakan operasional pendidikan menengah di lingkup 
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi 
kebijakan operasional clan program pendidikan menengah antar 
kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan menengah sesuai 
rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar clan 
strukutur kurikulum pendidikan menengah, koordinasi atas pengelolaan 
dan penyelenggaraan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan 
bertara(intemasional tingkat pendidikan menengah. 

Pasal 22 

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di biclang pengendalian mutu pendidikan menengah, 
meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai 
kewenangannya, membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan 
menengah, koordinasi fasilitasi monitoring pelaksanaan ujian sekolah 
skala provinsi, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan,jalur jenjang 
clan jenis pendidikan menengah, pelaksanaan evaluasi pencapaian 
stander nasional pendidikan pada pendidikan menengah, supervisi dan 
fasilitasi satuan pendidikan menengah bertaraf intemasional dalam 
penjaminan mutu untuk memenuhi stander pada pendidikan menengah, 
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. evaluasi pelaksanaandan dampak peniaminan mutu satuanpendidikan 
skala provinsi. 

Pasal23 

Seksi Sara.na Dan PrasaranaPendidikan Menengah mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
clan pelaksanaan bidang sarana clan prasarana pendidikan menengah, 
meliputi : bantuan biaya penyelenggaraan pendidikanmenengah bertaraf 
intemasional sesuai kewenangannya, pengawasan terbadap standar 
nasional sarana dan parasarana pendidikan menengah, pengawasan 
pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikanmenengah, 
pengawasan penggunaan buku pe1ajaran pendidikan menengah. 

Bagian Keenam 
Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi 

Pasa124 

BidangPendidikanNonFormalDanPerguruanTmggimempunyaitugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di biclang pendidikan anak usia dini clan kesetaraan, 
pendidikan masyarakat, dan fasilitasi perguruan tinggi. 

Pasal25 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi 
mempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan pendidikan masyarakat; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan fasilitasi perguruan tinggi; 
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan :fungsinya 

Pasal26 

(1) Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi, 
membawahkan: 

a. SeksiPendidikanAnak Usia Dini Dan Kesetaraan; 

b. Seksi Pendidikan Masyarakat; 

c. Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non 
Formal DanPerguruan Tinggi, 

Pasal27 

Seksi PendidikanAnak Usia Dini Dan Kesetaraan mempunyai tugas, 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bi dang pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, 
meliputi : perencanaan strategis pendidikan anak usia dini sesuai rencana 
strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur 
kurikulum pendidikan anak usia dini, pelaksanaan evaluasi pengelola 
satuan pendi-dikan anak usia dini, pelaksanaan evaluasi pencapaian 
standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala 
provinsi, dan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan 
pendidikan kesetaraan. 

Pasal28 

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pendidikan masyarakat, meliputi : perencanaan strategis 
pendidikan non formal sesuai rencana strategis pendidikan nasional, 
membantu pelak-sanaan ujian nasional pendidikan non formal, 
pelaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jeriis 
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pendidikan non formal skala provinsi, clan pelaksanaan evaluasi 
pencapaian standar nasional pada pendidikan non formal skala provinsi. 

Pasal29 

Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan 
pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan 
tinggi. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pasal30 
Bidang PengembanganPendidikDan TenagaK.ependidikanmempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan dasar, pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikanmenengah, clan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan non form.al. 

Pasal31 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
mempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 

pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan dasar; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikanmenengah; 

c. penyiapan bahan perumusan kebi jakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 
pendidikan non formal; 
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal32 
(1) Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, 

membawahkan: 
a. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar; 
b. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah; 
c. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Non Formal. 
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada 
dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
PengembanganPendidik Dan Tenaga Kependidikan. 

Pasal33 
Seksi Pengembangan Pendidik Dan TenagaKependidikan Pendidikan 
Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, meliputi : 
perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
pendidikan dasar bertaraf intemasional milik provinsi, usulan 
pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS 
untuk satuan pendidikan bertarafinternasional pada jenjang pendidikan 
dasar milik provinsi, usulan pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan antara kabupaten/kota pada pendidikan dasar, 
peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik 
bertaraf intemasional pada jenjang pendidikan dasar, usulan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf intemasional 
selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang 
pendidikan dasar milik provinsi, usulan pengalokasian tenaga potensial 
pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar di daerah. 
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Pasal34 
Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah, meliputi : 
perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk 
pendidikan menengah bertaraf intemasional milik provinsi, usulan 
pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenagakependidikanPNS 
untuk satuan pendidikan bertaraf intemasional pada jenjang pendidikan 
menengahmilik provinsi, usu1an pemindahan pendidik dan tenagakepen­ 
didikan antara kabupaten/kota pada pendidikan menengah, peningkatan 
kesejahteraan, usulan penghargaan dan perlindungan pendidik bertaraf 
internasional pada jenjang pendidikan menengah, usulan pembethentian 
pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf intemasional selain karena 
alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan 
menengahmilik provinsi, usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik 
dan tenaga kependidkan jenjang pendidikan menengah di daerah. 

Pasal35 
Seksi PengembanganPendidikDan Tenaga KependidikanPendidikan 
Non Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan 
sumber daya terhadap penyelenggaraan pengembangan pendidik dan 
tenaga kependidikan pendidikan non formal. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 36 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai denganJabatan 
Fungsional masing-masing berdasarlcan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Pasal37 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
clitentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terbadap Pejabat Fungsional sebagaimana climaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undaogan yang berlaku. 

BAB ID 
TATAKERJA 

Pasal38 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian clan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang clitetapkan oleh 
Gubemur. 

Pasal39 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperbatikan prinsip­ 
prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksaoaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnyamasing-masing. 

Pasal40 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, danPejabat Fungsional wajib 
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menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seeara vertikal 
maupunhorizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam 
lingkungan PemerintahanDaerah serta instansi lain sesuai dengan tugas 
pokoknya masing-masing. 

Pasal41 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bi clang, Kepala Subbagian, 

Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional bertanggungjawab dalam 
memimpin, mengkoordinasikandanmemberikan bimbinganserta 
petunjuk-petunjuk bagi pelaksaoaan tugas bawahannyamasing- 
masing. . 

(2) Kepala Dioas, Sekretaris, Kepala Biclang, Kepala Subbagian, 
Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti clan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporao tepat pada 
waktuoya 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampa.ikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian clan Kepala Seksi dari 
bawahan wajib diolah dao dipergunakan sebagai bahan 
penyusunao laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasa142 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD clan Pejabat Fungsional 
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas clan berdasarkan hal 
terse but Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada 
Gubemurmelalui Sekda 
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BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal43 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal44 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bid.ang, Kepala UPTD, Kepala 
Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal45 

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal46 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas. 

Pasal47 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR62 
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